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I Arahan Presiden tentang Penanganan ODOL

“Presiden memerintahkan

penanganan tegas terhadap
kendaraan truk angkutan
Over Dimension dan
Overload (ODOL)”

Dalam Pertemuan Presiden Prabowo
Subianto dengan Pimpinan Komisi V DPR RI
membahas Infrastruktur, Irigasi, dan
Permukiman.

Jakarta, 17 April 2025

Sumber: Sekretariat Kabinet
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I Kesepakatan Nasional

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivita:

Pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI,
Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris
Negara, Sekretaris Kabinet, pimpinan
Komisi V DPR RI, Ketua Aliansi Pengemudi
Independen (API) beserta perwakilan
pengemudi logistik dari berbagai daerah
menyepakati Penerapan penuh Zero
ODOL di seluruh jaringan jalan nasional
mulai 1 Januari 2027.

Jakarta, 4 Agustus 2025
Sumber: DPR-RI, 2025




Arahan Menko Infra: )“\
Implementasi Zero ODOL Berkeadilan *

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

“Ada fase sosialisasi, kemudian pembinaan bagi
yang membutuhkan pendampingan untuk
melakukan konversi/normalisasi. Setelah itu
baru diiringi dengan penegakan hukum.
Penegakan hukum harus adil. Selama ini sering
kali hanya pengemudinya yang disalahkan.
Padahal harus dicek  siapa pemilik

perusahaannya, siapa pemilik kendaraannya,
termasuk karoseri yang membiarkan
perombakan atau modifikasi hingga menjadi
over dimensi”

Menko AHY, dalam Rapat Koordinasi di Markas Polda Sumatera Selatan
yang membahas penanganan kendaraan ODOL, menyusul robohnya
Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur

Jakarta, 11 Februari 2026




I Permasalahan Utama

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

Jumlah Kejadian ~ Kasus 152.008 150.906 158.508 Angaan
arang
2 Korban Meninggal  Orang 27.895 26.839 24.296 An%ﬂﬂa”
rang
3 Korban Luka Berat =~ Orang 15.154 16.601 n.a Mobil 2.4%
Penumpang )
4 Luka Ringan Orang 180.920 183.995 n.a. Tidak Bermotor I 1.5%
307,69 305,29
5 Kerugian Material Rupiah . ) n.a. Kendaraan .
miliar miliar Listik | 2%

Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Nasional Tahun 2024 dan 2025
Sumber: BPS dan Palri, diolah (data sementara)

Gambar 1. Tipe Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas
Sumber: Polri, diolah oleh Bappenas (2025)

e Permasalahan utama adalah semakin tinggi kecelakaan fatal akibat belum optimalnya penertiban

kendaraan ODOL.

e Angka kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa terus meningkat setiap tahun, rata-rata 3 orang
meninggal setiap jam, dan berdampak pada kerugian sosial-ekonomi. Kecelakaan lalu lintas yang

melibatkan angkutan barang dengan persentase 10,5% merupakan kedua tertinggi.



S
I Tujuan Utama u

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

KEADILAN

KEMANUSIAAN

*  KESEJAHTERAAN

Tujuan utama adalah menciptakan lalu lintas yang lebih berkemanusiaan, berkesejahteraan, dan
berkeadilan, melalui kebijakan Zero ODOL mulai 1 Januari 2027.

Implementasi dilakukan lewat Sembilan Rencana Aksi Penanganan Kendaraan ODOL dalam
RPerpres Penguatan Logistik Nasional.



I Sinergi 9 Rencana Aksi Penanganan Kendaraan ODOL dalam D
RPerpres tentang Penguatan Logistik Nasional

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivita:

I:;; N %HKPK LKPP@

0 Integrasi Data dan Sistem o F.’em.ngk.atan D aya Salng. 6
. Distribusi Logistik Melalui Penguatan Aspek
Informasi Pendataan

Angkutan Barang Multimoda Angkutan Ketenagakerjaan
Barang
Pengavw.lasan, Pencatatan, Pemberian Insentif dan Deregulasi dan harmonisasi
dan Penindakan Kendaraan . . .
Disinsentif peraturan
Angkutan Barang
G Kajian Pengukuran Dampak e .

Penetapan dan Pengaturan Kebijakan Zero ODOL Kelembagaan:

Pembentukan Komite Kerja

Terhadap Perekonomian, . .
Kelas Jalan P : Konektivitas

Biaya Logistik, dan Inflasi

@ KELUARAN/OUTPUT

Keterangan: RPerpres Penguatan Logistik Nasional telah selesai proses Harmonisasi, telah mendapatkan paraf dari seluruh Menteri dalam daftar PAK, dan saat ini sedang diajukan ke Presiden RI.



Integrasi Data Sistem Informasi antar Kementerian dan '

Lembaga [KEMENHUB]
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Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

% PAB

<«——  Data Buatan Barang

Perdagangan
Antarpulau
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‘@ PERKARA

DATA PERKARA

— Penindakan

Putusan

REGIDENT
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——
——— » Proses integrasi
Data STNK
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Data BPKB / ERI

Gambar 2. Alur Integrasi data antar kementerian/lembaga

¢ Integrasi data penegak hukum akan dikonsolidasi melalui platform HUBNET.

e Berbagai sumber data operasional pengawasan ODOL mulai terhubung, diantaranya data WIM di ruas
tol, data KemenPU, data jembatan timbang online (JTO) UPPKB, data uji berkala kendaraan, dan BLUe. 8



Transformasi Digitalisasi Pada Sistem Logistik Nasional: '

Penanganan Kendaraan ODOL

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

Identifikasi WIM: KB yang tidek masuk UPPKB, data

. ::‘?;,':?::ﬂ':um pelanggaran dikirimkan ke sistem e-
. Bm:r Totol Tilang/ETLE seteloh dilakukan

- Kecepaten Verifikasi Oleh Petugas PPNS

- Jenis Kendaraan

- Konfigurasi Sumbu Data Center /

- Dwimensi (opsional) BLUE /JTO

- Dokumentasi / Foto
Weigh in Motion, —
Sensor Dimensi L /
& ANPR - e
Jembatan Timbang Online

4
Ny » L=
~ /’ - E-Manifest
e - - ETilang
/ . Melanggar - Reader Bukti Lulus Uji Elektronik
Tidak Melanggar KB wajib masuk UPPKB (BLUE)
Maka KB bisa untuk dilokukon

laniut perjalonan pemeriksaan & Penindakan

UPPKB Terintegrasi Sistem

Gambar 3. Pemanfaatan Weighted-in-Motion (WIM) terintegrasi data Uji Berkala, RFID, dan UPPKB untuk pengawasan dan
pencatatan pelanggaran lebih dimensi-lebih muatan

Penerapan teknologi terintegrasi: teknologi Weight in Motion (WIM) terintegrasi untuk penimbangan
kendaraan secara real-time saat melintas, sehingga pengawasan lebih konsisten dan menutup celah pungli. Data
WIM terhubung dengan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan pusat data untuk
verifikasi cepat, termasuk penindakan berbasis bukti digital.



Evaluasi Ketentuan Mempersiapkan Indonesia Zero ODOL

Mulai 1 Januari 2027

ANGAN

Deputi Bidang Koordinasi
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KETENTUAN

r

RANCAYGAN TDItAREAN EVALUASI ATAS SUBSTANSI REGULASI
UNDANG-UNDANG DISIATEAN
y AT 8. RUU tent: Perubah: DPR . . . .
e ora " Ketiga atas Undang-Undang | (KOMISI 1V) Regulasi pajak dan pungutan lainnya terkait

Nomor 18 Tahun 2012
KEPUTUSAN [ |tentang Pangan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 9. RUU tentang Perubahan | DPR
REPUBLIK INDONESIA Keempat atas  Undang- | (KOMISI IV)
Undang Nomor 41 Tahun |

kendaraan bermotor di daerah (Kemendagri)

NOMOR : 24 JDPR RI/I/2025-2026

TENTANG 10. RUU tentang Perubahan |
Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan

(KoM V) Ketentuan tarif angkutan barang (Kemenhub)

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2026

D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 1. | RUU tentang Perabahan atas DPR
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 _lr"::::g'um;ggg No?gz;mi (KOMISI VI X . .
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan . Persturan . Perundang-Undangan Perli MST menyesuaikan perkembangan teknologi terkini
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 12 TRU g . .
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juncto Pasal 66 huruf Ket:‘Ja Bt;?r{?nda:efazzl;:" Koﬁ;’; - mengenai kualitas Jalan (KemenPU)
a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik g g: g | )
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana telan diubah Nomor 5 Tahur: 1999 tentang
dengan Peraturan Dewan Perwakiian Rakyat Repubiik Larangan Praktek Monopoli
Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 juncto Pasal 40 ayat (7) Sai i .
Porian Dovan Panvidan Ryt Rapul indones i peaniUeshalidek Pengaturan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI &
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Undang-
Undang, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional 13. | RUU tentang  Kawasan DPR o Q
Rancangan Undang.Undars Proae Tan 2026 Industri KoMISI Vil JBKI) dan batas dimensi kendaraan angkutan
14 | RUU tentang Perubahan atas DPR
b. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislesi dengan Wakil o ,
Mentori Hukum Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Nomor 34 | (KOMISI VII) barang (KemenhUb)
Undang-Undang Dewan Perviakilan Daerah Republik Tahun 2014 tentang
Indonesia pada tanggai 18 September 2025 telah Pengelolaan Keuangan Haji |
menyspakati Program  Legislasi Nasional Rancangan 3
Grong Unda e Tann 2028 urik isapian " | Gndang Undang Nomor 23| (koIS vim Penguatan Ketentuan Pengendalian & Pengawasan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Tahun 2011 tentang .
o o b ahsaphon.sangen Koputoson Pengelolaan Zakat di Penyeberangan (Kemenhub)
Dewan Perwekilan Rakyat Republik Indonesia; 16. |RUU tentang Perubahan DPR
Ketiga atas Undang-Undang| (KOMISI IX)
Mengingat 1. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor 13 Tahun 2003
Pembenickan Peraluran Perundang-Undangan (Lembaran tentang K jaan X . .
Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 7
Tamianan Camoran nagas Repon Iioresa oo | 11| KOG tentang Perubahanatas | DPR Sinkronisasi pengaturan JBI, JBB, MST, dan Kelas
5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ang-undang Nomor ( )

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesra Tahun 2022 Nomor 143,

1
L

Tahun 2003 tentang Sistem
idil Nasional

Jalan, serta aturan terkait lainnya (Kemenhub)

Gambar 4. Keputusan DPR-RI No.24/2025-2026 tentang Prolegnas Prioritas 2026 Gambar 5. Evaluasi Ketentuan di Kementerian/Lembaga

RUU Perubahan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pembahasan oleh DPR-RI, diiringi
evaluasi berbagai ketentuan terkait oleh Pemerintah. 10



Implementasi Kebijakan Zero ODOL memberikan Dampak T
Positif Terhadap Perekonomian z

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivita:

S G B ® Short-term adjustment

KAJIAN BERSAMA
KEBIJAKAN BEBAS KENDARAAN LEBIH : i
DIMENSI-LEBIH MUATAN TERHADAP Penlngkatan PDB NaS|Ona|:

Long-term benefit

BIAYA LOGISTIK, INFLASI, DAN
PEREKONOMIAN

@ 4 hingga 0,05%
4,58% é
4 42,4 Triliun

0,01-0,16% &
4 1,40 Triliun

Kebijakan Zero ODOL meningkatkan keselamatan jalan, yang
selanjutnya menghilangkan social cost akibat kehilangan
pekerjaan, kerugian materi, dan biaya medis.

Gambar 6. Gambaran dampak penerapan kebijakan Zero ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian berdasarkan hasil kajian
Sumber: Tim Kajian, 2025

Positive Long-term benefit. tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,05%, didorong: (i) peningkatan
investasi melalui penyesuaian armada dan efisiensi operasional, (ii) perolehan keuntungan biaya sosial

(social benefit), dan (iii) penghematan anggaran preservasi jalan Pemerintah. .



Menciptakan Ekosistem Logistik Zero ODOL Mulai Dari
Hulu

Konektivitas

HULU Eksternalitas terhadap HILIR
korporasi swasta

Proyek Produsen/Pemilik

Pemerintah
Daerah

LKPP 3 B €3 X
mn j \

Gambar 7. Dampak berantai (chain reaction) dari kewajiban penggunaan kendaraan sesuai aturan dimensi dan muatan

Pengusaha
Angkutan Barang

Proyek

Simpul
Transportasi
Angkutan Barang:
Pelabuhan,
Stasiun, dan Jalan
Tol

Barang di seluruh
Kawasan Industri

Pemerintah

Pengemudi
Angkutan Barang

e Kewajiban penggunaan kendaraan sesuai aturan dimensi dan muatan dikenakan terhadap seluruh
proyek & pengadaan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN.

e Selain itu, kawasan industri juga mewajibkan penggunaan kendaraan Non-ODOL melalui aturan eksplisit

dalam estate regulation, sehingga dipatuhi oleh seluruh tenant dan vendor industri.
12



S
Penerapan Kebijakan Zero ODOL di Lingkungan BUMN

Deputi Bidang Koordinasi
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Danantara
M Indonesia

PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT

] 59 , 14 April 2026
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Nomor : 5R.055/DI-DAY/D0/2026 dokans, 14 Aprl
REPUBLIK INDONESIA Lampiran ;1 (satu) berkas
Perihal Dukungan Implementasi dan Kepatuhan terhadap Kebijakan Zero ODOL
Tahun 2027 di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN')
Yth.
1. Direksi BUMN;
2. Direksi Anak Perusahaan BUMN; Kepada Yth.
3. Direksi Perusahaan Terafiliasi BUMN. Direksi BUMN dan Anak Usaha BUMN
(Daftar Terlampi)
SURAT EDARAN
di Tempat

NOMOR  SE-1/MBU/08/2025
TENTANG

PELAKSANAAN ZERO OVER DIMENSION OVER LOADING (ODOL)
DI LINGKUNGAN BUMN

Dengan homat,

Dalam rangka memastikan kesiapan implementasi serta kepatuhan seluruh BUMN dan Anak
Usaha BUMN terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (‘Zero ODOL’) Tahun
2027, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1 telah full kebijakan Zero ODOL
A. Umum mulai tanggal 1 Januari 2027, baik yang akan dituangkan dalam bentuk pembaruan
Bahwa layanan infrastruktur jalan yang memadai merupakan program penting dan/atau penyempurnaan terhadap beberapa regulasi yang telah ada sebagai bagian dari
pemerintah, termasuk menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan yang lebih cepat kebijakan sirategis nasional dengan tujuan untuk menghapus praktik kendaraan angkutan
akibat pelanggaran muatan lebin (over loading) dan/atau pelanggaran ukuran lebin barang yang tidak memenuhi ketentuan dimensi dan batas muatan. Hal ini mengingat
(over dimension) yang turut berdampak pada peningkatan biaya perbaikan jalan prakiik kendaraan ODOL terbukii turut memiliki andi bagian atas tingginya angka
serta sebagal upaya untuk mencegah terjadinya kemacetan dan mengurangi angka kecelakaan lalu fintas, penyebab cepatnya kerusakan infrastruktur, dan menimbulkan
kecelakaan lalu lintas di jalan, sehingga pemerintah memandang perlu melakukan Kerugian ekonomi yang signifikan
penegakan atas pelanggaran muatan lebih dan/atau ukuran lebih.
Berkenaan dengan peningkatan peran BUMN dalam dalam memenuhi muatan agar 2. Terhadap rencana penerapan kebijakan Zoro ODOL sebagaimana poin 1 (satu) di atas
tidak melebihi ketentuan dan dalam upaya mewujudkan transportasi logistik yang akan didahului oleh tahapan sosialisasi, pembinaan, dan penegakan hukum secara
efisien berkelanjutan serta menjunjung tinggi aspek keselamatan sesama pengguna bertahap. Sehubungan hal tersebut kami menugaskan kepada seluruh Direksi BUMN dan
jalan, maka BUMN sebagai agen pembangunan dan salah satu pilar ekonomi Anak Usaha BUMN untuk dapat melakukan hal-hal berikut:
nasional perlu berpartisipasi aktif dengan mendukung pelaksanaan Zero Over a. Menetapkan implementasi kebijakan Zero ODOL sebagai prioritas strategs
Dimension Ovor Loading (ODOL) di lingkungan perusahaan BUMN. tenmasuk oi perusahaan, serta memastikan kepatuhan di seluruh rantai pasok (end-to-end supply
linghuip anakc posusahasir.cion endites beraiias) chain), baik pada kegiatan operasional internal maupun yang melibatkan pihak ketiga.
B. Maksud dan Tujuan b. Memastikan seluruh armada angkutan barang yang dimilki, dioperasikan, maupun
disewa tidak hanya layak dan memiliki izin operasi, namun juga telah memenuhi
Meningkatkan kepatuhan BUMN, anak perusahaan dan entitas terafiliasi dalam Ketentuan dimensi Kendaraan dan batas muatan sesuai dengan peraturan perundang-
memenuhi ketentuan angkutan barang yang berkeselamatan sehingga kegiatan indangan Gang berik
usaha BUMN terlaksana sesuai dengan tujuannya serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum ¢. Untuk Industri yang menggunakan kendaraan angkutan barang sumbu 2 ke atas untuk
memasang Alat Timbang Elektronik (Weigh in Motion / WIM) yang terintegrasi dengan
i sebagai bahwa kendaraan yang keluar dari
Lokasi Produksi atau Kawasan Industri merupakan kendaraan non ODOL.
C. Ruang...2 d. Melakukan sosialisasi dan dan/atau i secara

aktif serta dan bertahap terhadap kendaraan milik internal dan/atau milik mitra

Paraf:
i & 4 r W

Melalui Surat Edaran Menteri BUMN (Nomor SE-1/MBU/08/2025) dan Surat Edaran Danantara Indonesia
(Nomor SR.055/DI-DAM/D0/2026), seluruh BUMN dan Anak Usaha BUMN berkomitmen penuh mendukung
dan mengimplementasikan kebijakan Indonesia Zero ODOL mulai 1 Januari 2027. 13



Quick Win 2026: Penguatan Data Pengawasan di Ruas Jalan Tol T
[KEMENPU & KEMENHUB] ‘é

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

DAFTAR PELANGGARAN DAFTAR PELANGGARAN
Data KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Berdasarkan Data Operator Jalan Tol
Periode Pengawasan tanggal 27 Januari 2026 s.d. 3 Mei 2026 Periode Pengawasan 1 Januari 2026 s.d. 31 Maret 2026
Nama Pemilik Truk Overload dan/atau Frekuensi Frekuensi
Nama Pemilik Truk Overload
pelanggaran tata muat & dokumen Pelanggaran Pelanggaran
PT SEINO INDOMOBIL LOGISTICS PT MEGAH LANCAR BERSAMA 7166
2. | PT SUNGAIBUDI 194 2. | PT PANCARAN DARAT TRANSPORT 3982
3. |CVGLOBAL JAYA 130 3. | PTPUNINAR JAYA 3790
4. | PT MARS LESTARI 18
4. PT KREASI SUKSES INDOPRIMA 3.714
5. | PT SERASI AUTORAYA 115
5. PT SEINO INDOMOBIL LOGISTICS 3.233
6. | PT GLOBAL JASA EXPRESS 110
6. PT PASIR ALAM PERSADA 2.288
7. SARONAH 109
8. | PT BATAVIA PROSPERINDO TRANS TBK 98 g PTIRON BIRD 1832
9 | PTSIBA SURYA 97 8. | PT TRANSMAJU EKSPRESINDO LOGISTICS 1715
10. | PT MANGGALA KIAT ANANDA 95 9. PT K LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA 1.672
Tabel 2. Daftar Pelanggaran di UPPKB Kementerian Perhubungan Tabel 3. Daftar Pelanggaran di salah satu Ruas Tol Jabodetabek

periode Januari-Maret 2026



Quick Win 2026: Surat Muatan Barang Elektronik ( e-manifest )

[KEMENHUB]

Perluasan Uji Coba Sistem eManifest Pengangkutan Barang
“SUMBA” (SURAT MUATAN BARANG)
pranala:
https://emanifest-hubdat.kemenhub.go.id/

Daftar Surat Muatan

Pilin status
+ Tambah Surat Muatan

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivita:
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https://emanifest-hubdat.kemenhub.go.id/

Quick Win 2026: Pelarangan Kendaraan ODOL Masuk Jalan Tol D
dan Pelabuhan-Penyeberangan Mulai 1 Juni 2026

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

16



=S
I Kesimpulan & Penutup )z

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

Implementasi Indonesia Zero ODOL secara nasional mulai
1Januari 2027

Dukungan sistem terintegrasi telah disiapkan untuk
mendukung implementasi Quick Wins mulai 1 Juni 2026

Menghimbau seluruh pihak meningkatkan kepatuhan
untuk  menciptakan ekosistem logistik  yang
berkemanusiaan, berkeadilan, dan berkesejahteraan

Satu Nyawa Terlalu Banyak 17
+ J KeselamatanJalanUntukIndonesia



»

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

“Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”



Terima Kasih




Lampiran




Arahan Menko Infra: SN,
Implementasi Zero ODOL Untuk Kesejahteraan )4
Pengemudi

l {‘ ‘«l“ I |
06 Mei 2025
“..Seringkali ketika terjadi kecelakaan, hanya dikatakan
itu kelalaian pengemudi. Padahal, pengemudi hanya
menjalankan tugas, bekerja pada sebuah perusahaan
untuk mengantar barang sesuai perintah. Apakah ada
konsekuensi secara tegas dan konsekuen terhadap
para owner, para pelaku usaha itu sendiri. Ini yang kita
hadirkan keseimbangan (fairness). Jangan sampai nanti

yang disalahkan, yang dicari tanggung-jawabnya
adalah sang pengemudi yang tentu ini semua adalah di
luar dari kapasitas dan kemampuan.”

Menko AHY, dalam Press Conference Rapat Koordinasi Tingkat Menteri
tentang Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi-Lebih Muatan

Jakarta, 6 Mei 2025
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Arahan Menko Infra: “\
Perlu Upaya Ekstra Menghapus Pungutan Liar

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

“..Kita harus menghapus praktik pungli,
pungutan liar, yang sudah bisa diidentifikasi,
mana-mana saja, daerah-daerah mana saja,
lokasi apa. Kalau pungli bisa kita tangani,
kita hentikan, maka biaya transportasi
perjalanan satu titik ke titik lain akan
berkurang”

Menko AHY, dalam Press Conference Rapat Koordinasi Tingkat Menteri
tentang Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi-Lebih Muatan

Jakarta, 17 Juli 2025




Identifikasi Titik Kritis Praktik Pungutan Liar Berdasarkan i\ «
Masukan dari 29 Entitas Non-Pemerintah Z

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

1. Titik Kritis pada Proses Pengadaan & Legalitas Truk

_ Kendaraan & Karoseri TNKB/NRKB Uji Berkala

Proses e Surat Keterangan Rancang | e Surat Tanda Nomor Kendaraan | Uji Kelayakan bagi kendaraan
Bangun (SKRB) (STNK) bermotor wajib uji/lKBWU
e Sertifikat Registrasi Uji Tipe | @ Buku Pemilik Kendaraan
(SRUT) Bermotor (BPKB)
e Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (TNKB) Biaya
K/L Terkait Kemenhub Samsat Dishub tambahan
Informasi Tarif | Tarif resmi: Rp250 ribu per truk Tarif resmi: tergantung kategori | Tarif resmi: tidak ada biaya hingga
dan Pungli Pungli: Rp7 juta per truk kendaraan barang Pungli: Rp600 ribu per truk Rp100 s.d.
150 juta
2. Titik Kritis pada Proses Pengiriman Logistik per tahun per
truk (dengan
Muat Fasilitas Jalandan Bongkar ritase tinggi)
Barang Penimbang Jalan Tol Barang
:’(awssan I:;dustrl Jal:n KeI:ar Lokasi Jembatan Timbang “Nge-mel” Jalan Menuju Kawasan Industri
an Pergudangan ergudangan Pelabuhan dan Pergudangan
Tarif muat yang lebih “Dana kerja sama” bagi  Indikasi punglidengan  Pemberian uang kepada Permintaan dana kerja  Tarif bongkar yang lebih
tinggi dibanding tarif LSM/Ormas di nominal Rp2 juta s.d. oknum penjaga dijalan, sama dari LSM/Ormas di tinggi dibanding tarif yang
yang ditetapkan. lingkungan Rp2,5 juta per truk. nominal Rp50rb s.d. lingkungan. ditetapkan.
pergudangan. 800rb tergantung
trayek/rute. 23

Sumber: Hasil audiensi dengan berbagai pelaku usaha dan asosiasi



I Peta Sebaran Praktik Pungli Berdasarkan Informasi dari r!
berbagai Komunitas Pengemudi

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivita:

Gambar 11. Peta sebaran praktik pungli di jalur angkutan barang di Indonesia
Sumber: Hasil audiensi dan masukan dari berbagai komunitas pengemudi

Praktik pungli masih sangat marak terjadi di jalur angkutan barang, baik di jalan raya, jalan tol, kawasan pelabuhan,
hingga jembatan timbang. Praktik paling marak terjadi di sebagian besar jalur Pantura Jawa, Sumatera, dan sebagian
Kalimantan dan Sulawesi. 24



I Penetapan Kelas Jalan di Tingkat D

aerah

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Provinsi Banten berdasarkan Keterhubungan
Kelas Jalan dengan Jaringan Jalan Nasional

Vih
Yth. Gubernur Banten
di Serang

Menindakianjuti Surat Gubernur Banten Nomor B-§00.1.7/1833/DPUPR/2025 tanggal

i
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor BH0202/B/Mn/2025/1339 Jakarta, 18 Desember 2025 Nomor BM0202-Mn/B46 Jakarta, 27 Oktober 2025
sifat Biasa stat Biasa
Lampiran : - Lampiran 1 (satu) Berkas
Ha Penyampaian Pertimbangan Penetapan Kelas Jalan
Hal Pertimbangan Penetapan Kelas Jalan di Wilayah vem =

Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keterhubungan
Kelas Jalan terhadap Jaringan Jalan Nasional

Gubernur Jawa Barat
di Bandung

Menindaklanjuti Surat Gubemur Jawa Barat Nomor 7395/PUE.03 04DBM/PR tanggal

9
28 November 2025 perihal Permohonan Pertimbangan dalam rangka Penetapan Kelas

selain JAP dan JKP-1 di Provinsi Banten, bersan

a ini kami sampalkan beberapa hal

sebagai berkut )

1. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13
Tahun 2024 tentang Kelas Jalan berdasarkan Penggunaan Jalan serta Kelancaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan bahwa:

Pasal 10, Gubernur menetapkan kelas jalan untuk Jalan Kolekior Primer 2, Jalan

Kolektor Primer 3, Jalan Kolektor Primer 4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan
Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektcr Sekunder, Jalan Lokal Sekunder dan
Jalan Lingkungan Sekunder.

b. Pasal 12, setelah menyusun dafta i kelas jalan dan peta pada provinsi,

kabupaten, dan kota, gubemur sesuai kewenangannya menyampaikan daftar ruas.

dan peta kepada Menteri Pekeriaan Umum untuk mendapatian pertimbangan

terkait keterhubungan kelas jalan dengan jaringan jalan nasional,

2. Pemerintah Provinsi Banten telah menyusun rancangan penetapan kelas jalan pada
seluruh ruas jalan yang meliputi Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolekior Primer 3, Jalan
Kolektor Primer 4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder,
Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Lingkungan Sekunder di

Provinsi Banten.

3. Penetapan.

o igan Teknis rovinsi Jawa

Barat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun
2024 tentang Kelas Jalan berdasarkan Penggunaan Jalan serta Kelancaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, ditetapkan bahwa

Pasal 10, Gubernur menetapkan kelas jalan untuk Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolektor
Primer 3, Jalan Kolektor Primer 4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arter
Sekunder, Jalan Kolekior Sekunder, Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Lingkungan
Sekunder.

Pasal 12, setelah far rencana kelas jalan dan kabupaten,

dan kota, gubemur sesuai kewenangannya menyampaikan daftar ruas dan peta kepada

Menteri Pekerjaan Umum untuk mendapatkan pertimbangan terkait keterhubungan ke

jalan dengan jaringan jalan nasional
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun rancangan penetapan kelas jalan pada Jalan
Kolektor Primer-2 (JKP-2) dan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3). Namun, Pemerintah Provinsi

Jawa Barat usulan kelas jalan untuk Jalan Kolektor Primer 4, Jalan Lokal

Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal
Sekunder dan Jalan Lingkungan Sekunder di Provinsi Jawa Barat sehingga belum sesuai
dengan Pasal 10 sebagaimana dimaksud pada butr 1.3

3. berdasarkan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor BM0202/B/Mn/2026/4 Jakarta, 26 Januari 2026
sifat Biasa
Lampiran : -

Hal

Pertimbangan Penetapan Kolas Jalan di Wilayah
Provinsi  Jawa  Tengah berdasarkan
Keterhubungan Kelas Jalan dengan Jaringan
Jalan Nasional

Yth. Gubernur Jawa Tengah

di Semarang

Menindakianjuti Surat Gubemur Jawa Tengah Nomor 600.1/0012131 tanggal 24

Desember i Kelas di Provinsi Jawa Tengah,
bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1

Mengacu pada Peraturan Menter Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13
Tahun 2024 tentang Kelas Jalan berdasarkan Penggunaan Jalan serta Kelancaran Laiu
Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan bahwa

Pasal 10, Gubernur menetapkan kelas jalan untuk Jalan Kolektor Primer 2, Jalan
Koleidor Primer 3, Jalan Kolekor Primer 4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan
Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder dan
Jalan Lingkungan Sekunder.

kabupaten, dan kota, gubernur sesuai kewenangannya menyampaikan daftar ruas
dan peta kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mendapatkan pertimbangan
terkait keterhubungan kelas Jalan dengan jaringan jalan nasional

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun rancangan penetapan kelas jalan

pada seluruh ruas jalan yang meliput Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolektor Primer 3,

Jalan Kolektor Primer 4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri

Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Lingkungan

Sekunder di Provinsi Jawa Tengah.

3. Penetapan.

MENTER| PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor BM 0202-Mn/1164
Sifat Biasa

Jakarta, 4 Desember 2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas,

Hal Pertimbangan Penetapan Kelas Jalan di Wilayah
Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keterhubungan
Kelas Jalan dengan Jaringan Jalan Nasional

Yth. Gubernur Jawa Timur
di Surabaya

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 600.1/39821/023.2/2025 tanggal
November 2025 perinal Permohonan Pertimbangan teftiadap Usulan Penetapan Kelas
Jalan di Wilayah Provinsi Jawa Timur, bersama ini kami‘sampaikan beberapa hal sebagai
berikut
1. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13
Tahun 2024 tentang Kelas Jalan berdasarkan Penggunaan Jalan serta Kelancaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan bahwa:
a. Pasal 10, Gubemur menetapkan kelas jalan untuk Jalan Kolektor Primer 2, Jalan
Kolektor Primer 3, Jalan Kolektor Primer 4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan
Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder dan
Jalan Lingkungan Sekunder.

b. Pasal 12, setelah menyusun daftar rencana kelas jalan dan peta pada pi

kabupaten, dan kota, gubemur sesuai kewenangannya menyampaikan daftar ruas
dan peta kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mendapatkan pertimbangan
terkait keterhubungan kelas jalan dengan jaringan jalan nasional

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyuisun rancangan penetapan kelas jalan
pada seluruh ruas jalan yang meliputi Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolektor Primer 3,
Jalan Kolektor Primer 4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Ateri
Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder dan Jalan Lingkungan
Sekunder di Provinsi Jawa Timur

3. Penetapan

Gambar 6. Penetapan kelas jalan di daerah memerlukan evaluasi lebih lanjut
Sumber: KemenPU

e Empat Gubernur (Banten, Jabar, Jateng, dan Jatim) telah menyampaikan rencana penetapan kelas jalan
kepada MenPU, dan telah mendapatkan respons pertimbangan.

e Seluruh usulan penetapan kelas jalan dari daerah tersebut masih memerlukan evaluasi teknis lebih
lanjut. Diperlukan percepatan penyelesaian oleh Pemda terkait (Banten, Jabar, Jateng, dan Jatim). 25



Pengembangan Transportasi di Daerah Harus

Mendapatkan Prioritas Pemda

25

20
Papua Selatan

}Sapua Barat Daya
L]

Papua Pegunungan
L]

Papua Barat
L]

Papua

Papua Tengah
L]

Rasio Belanja Daerah Terkait Transportasi (%APBD)

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

Nilai rata-rata pendapatan daerah dari sektor transportasi

Bengkulu
L]
Kalimantan Selatan
Ll
Kalimantan Tengah
b Kalimantan Timur
L]
Sumatera Utara
DKI Jakarta Lampun .
e Kalifhanfan Barat
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20
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Rasio Pendapatan Daerah Terkait Transportasi (%APBD)

Belanja daerah untuk transportasi umum jauh lebih rendah dibanding pendapatan daerah dari sektor
transportasi. Rata-rata pendapatan daerah pajak transportasi mencapai 23,97%, namun rata-rata Belanja
Daerah pada sektor transportasi hanya 5,3%.
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Landasan Hukum Pembatasan Kendaraan ODOL di Jalan Tol

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SK No 213603 A

Gambar 7. PP 23/2024 tentang Jalan Tol dan SE Menhub No.116/2021 tentang pengawasan &

otoritas terkait memiliki kewenangan kuat dalam kebijakan ODOL melalui pembatasan akses jalan tol.

@

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA|

NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35H, Pasal 43
ayat (5), Pasal 45 ayat (7), Pasal 48 ayat (8), Pasal 49 ayat (2),
Pasal 50 ayat (16}, Pasal 51 ayat (4), Pasal SIA ayat (7),
Pasal 51B ayat (2), Pasal 52 ayat (5), Pasal 52A ayat (2),
Pasal 55 ayat (5), Pasal 56A ayat (3), Pasal 57 ayat (4), dan
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Jalan Tol;

1. Pasal § ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JALAN TOL.
BABI...

MENTER| PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur/Bupati/Walikota;

2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;

4. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabel;

5. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat;

Kepala Balai Pengelola Transport

Pimpinan Badan Usaha Jalan Tol;

Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum;

9. Ketua Umum DPP ORGANDA;

10. Ketua Umum DPP APTRINDO;

11. Ketua Umum DPP GAPASDAP;

12. Ketua Umum DPP INFA

i Darat;

SURAT EDARAN
NOMOR §

16 Tahun 2021
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG ATAS PELANGGARAN UKURAN LEBIH (OVER DIMENSION)
DAN/ATAU PELANGGARAN MUATAN LEBIH (OVER LOADING) DI JALAN TOL

Latar Belakang

Dalam rangka menjaga infrastruktur di jalan tol agar tidak mengalami
kerusakan lebih cepat schingga berakibat pada kerugian negara berupa
pembiayaan perbaikan jalan akibat pelanggaran ukuran lebih dan/atau
pelanggaran muatan lebih, serta mengurangi angka dan tingkat fatalitas
kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan
penindakan terhadap kendaraan angkutan barang untuk meningkatkan
pelayanan transportasi jalan yang berkualitas, nyaman, aman, inovatif, dan

ramah lingkungan

penindakan kendaraan ODOL di Jalan Tol

Pembatasan kendaraan ODOL di pelabuhan penyeberangan berdasarkan PP 23/2024 tentang Jalan Tol dan
SE Menhub No.116/2021 tentang pengawasan & penindakan kendaraan ODOL di Jalan Tol. BUJT bersama

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas
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Penguatan Kerja Sama Pelayanan Bersama, Pengamanan dan Te
Penegakan Hukum pada Jalan Tol di Seluruh Indonesia '

Deputi Bidang Koordinasi

Konektivitas
v TS
PERJANJIAN KERJA SAMA .==. . Dasa r H u ku m:
!" 1. Pasal 109 PP 23/2024 tentang Jalan Tol
menyebutkan bahwa BUJT berhak menolak
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Pen gguna Jalan Tol yang tidak memenuhi
DENGAN
e BACANPENOATUR LA oL ketentuan batasan MST.
.o T 2. SE Menhub No.116/2021 tentang pengawasan &
penindakan kendaraan ODOL di Jalan Tol.

ASOSIAS| JALAN TOL INDONESIA

NOMOR: 19/PKS/Db/2025
NOMOR: HK.201/23/16/PRJP/2025
NOMOR: 01/PKS/TI/BPJT/2025
NOMOR: PKS/82/XI1/2025
NOMOR: 106/ATI/PKS/XII/2025

e Untuk memperkuat dasar hukum yang telah ada dan
masih  berlaku tersebut, KemenPU bersama
Kemenhub, Kepolisian Rl, dan Asosiasi Jalan Tol
Indonesia (ATI) telah menyepakati PKS tentang
pelayanan bersama, pengamanan, dan penegakkan
hukum pada jalan tol di seluruh Indonesia pada 23
Desember 2025.

TENTANG

PELAYANAN , PEN( DAN
PADA JALAN TOL DI SELURUH INDONESIA

AN HUKUM

Pada ....

Gambar 8. Perjanjian Kerja Sama antara KemenPU, Kemenhub, Kepolisian RI,
dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia pada 23 Desember 2025 28



Landasan Hukum Pembatasan Kendaraan ODOL di i\!

Penyeberangan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 103 TAHUN 2017
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KENDARAAN YANG
MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan,

keamanan, ketertiban, dan kelancaran angkutan

penyeberangan, perlu dibuat pengaturan dan

yang men, akan jasa

pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri ~ Perhubungan tentang  Pengaturan  dan

P ali K e yang Menggunakan Jasa

Angkutan Penyeberangan;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

Pembatasan kendaraan ODOL di pelabuhan penyeberangan
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103
Tahun 2017. Operator penyeberangan memiliki kewenangan
pembatasan akses dan penolakan pemberian jasa.

Poin utama dalam peraturan

1. Prinsip utama (Pasal 2) pengendalian adalah berdasarkan dimensi
dan berat kendaraan. Pembatasan kendaraan ODOL di pelabuhan
penyeberangan dilakukan melalui kewajiban pengukuran
dimensi dan penimbangan berat kendaraan sebelum masuk
kapal.

2. Bentuk Larangan (Pasal 5-6): Kendaraan tidak sesuai dimensi
(tinggi) dan/atau berat wajib dikeluarkan dari lajur antrean dan
diarahkan keluar pelabuhan melalui jalur khusus.

3. Pengawasan (Pasal 8-9) oleh Kemenhub (c.q. Hubdat) melalui
BPTD. Apabila operator pelabuhan tidak menjalankan pengendalian
sesuai ketentuan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa
penurunan tarif pas pelabuhan hingga 50%.

29



Penanganan Kendaraan ODOL di Sektor Hulu

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tanggal 17 Juli 2025 dan 6 Oktober
2025 tentang Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan.

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivitas

Arahan Tindak Lanjut:

Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia agar:

1.

menugaskan seluruh BUMN untuk memenuhi ketentuan kesesuaian dimensi dan
muatan kendaraan dalam pelaksanaan pembangunan proyek dan proses pengadaan

barang/jasa;

berkoordinasi dengan Kemenperin menugaskan BUMN pengelola Kawasan Industri
untuk menyusun strategi pengawasan di hulu (kawasan industri) untuk mencegah
kendaraan ODOL mengakses jalan umum, termasuk pemasangan WIM oleh pengelola
kawasan industri.

Kementerian Perindustrian agar:

1.

berkoordinasi dengan KemenBUMN dan Danantara menugaskan pengelola
Kawasan Industri BUMN dan Non-BUMN untuk memperkuat strategi pengawasan di
hulu (kawasan industri) mencegah kendaraan ODOL mengakses jalan umum.
menyusun strategi pengawasan di hulu (kawasan industri) untuk mencegah kendaraan
ODOL mengakses jalan umum;

mendorong penambahan klausul kontrak penggunaan kesesuaian dimensi-muatan
kendaraan, serta kelulusan uji KIR dalam kontrak pekerjaan antara pemilik barang dan
penyedia jasa angkutan logistik, untuk melindungi pengemudi dari risiko pelanggaran;
memberikan sanksi bagi pelaku industri karoseri yang melanggar ketentuan dimensi
angkutan.

LKPP agar memastikan integrasi klausul kontrak bebas kendaraan lebih dimensi-lebih
muatan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain kewajiban
penggunaan kendaraan angkut yang sesuai dimensi-muatan dan lulus uji berkala, yang
dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi angkutan barang.



QUICK WINS
2026



Quick Win 2026: Implementasi Pengawasan Digital Terintegrasi D
[KEMENHUB]

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivita:

Total Pelanggaran Terdeteksi 214.553
@ Tidak Melanggar 67,66%
@ Lebih-muatan 15.68%
® Pelanggaran Tata Muat & Teknis 15.78%
@ Lcbih-dimensi 0.87%

@ Tidak Melanggar @ Lebih-Muatan @ Pelanggaran Tata Muat & Teknis @ Lebih-Dimensi

Gambar 10. Hasil uji coba pengawasan melalui sistem terintegrasi
Sumber: Kemenhub, 2026

e Kemenhub melakukan uji coba pengawasan melalui sistem terintegrasi pada 89 Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) mulai 1 Januari 2026.

e Pada rentang 1 Januari s.d. 3 April 2026, tercatat 606.799 pemeriksaan kendaraan, dengan temuan
sebanyak 214.553 pelanggaran (32,34%). 32



Quick Win 2026: Dasar Hukum Pelarangan ODOL di Jalan Tol dan T

Pelabuhan-Penyeberangan

Peraturan
Pemerintah
No.23/2024

tentang
Jalan Tol

JALAN TOL

Surat Edaran Menteri
Perhubungan
No.116/2021
tentang
Pengawasan dan
Penindakan Terhadap
Kendaraan Angkutan
Barang Atas
Pelanggaran ODOL di
Jalan Tol

Perjanjian Kerja Sama
antara KemenPU,
Kemenhub,
Kepolisian RI, dan
Asosiasi Jalan Tol
Indonesia
23 Desember 2025
tentang
Pelayanan Bersama,
Pengamanan dan
Penegakan Hukum pada
Jalan Tol di Seluruh
Indonesia

<

Deputi Bidang Koordinasi
Konektivit;

PELABUHAN/
PENYEBERANGAN

Peraturan Menteri
Perhubungan
No.103/2017
tentang
Pengaturan dan
Pengendalian
Kendaraan Yang
Menggunakan Jasa
Angkutan
Penyeberangan
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